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WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR l TAHUN 2022

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang a

b

bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan

salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil
Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria
dan indikator penilaian yang terukur dan seragam serta

berlaku menyeluruh bag Aparatur Sipil Negara

sehingga dapat meningkatkal disiplin, motivasi, kinerja
dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan

Pemerintah Kota Payakumbuh;

bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan

tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan

memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan

memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah Pemberian tambahan

penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan

dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman

pada Peraturan Pemerintah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas,

perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara

di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh;

c

d
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Mengingat I

2

3

tentang

Ddam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (kmbaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1956 Nomor l9);
Undang-Undaag Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur
Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang

Cipta Kerja (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor I I Tahun 2Ol7 tentang
Malajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 63, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tentang Perubahan

Atas Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 68, Tambahan

Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6a77 l;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Rmurran krsintah l.Iornor 49 Tahun 2Ol8 Hltang

I{anArernen Rga\pai kmerintah dengan kjanjian Kerja

(Lernbararr Negara Repubhk Irdonesia Tahr.rn 2O18 llorrsr /24,

Tambahan krnbaran Negara Re1rlb Irdonesia Nomor 62i2);

Feranran Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970

Tentang Felaksanaan km€rintahan Kotamadya Solok dan

Fayakumbuh;
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956

Pembentukan Daerah Otonom Kotz- Kecil



MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOf,A TEMANG TAMBAHAN PENGHASIIAN

PEGAWAI APARAiTR SIHL NFCARA DI UNGKI.JNGAN

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.

3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Payakumbuh.

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kefa yang

bekerja pada Pemerintah Kota Payakumbuh.

6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang

diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digqji

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

7. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP ASN

adalah penghasilan selain gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan kepada

ASN di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

8. Kehadiran adalah keberadaan ASN ditempat keg'anya sesuai dengan ketentuan

jam ke{a.

9. Alrtivitas harian adalah kegiatan yang dilakukan oleh ASN yang berhubungan

dengan tugas dan fungsi serta tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan.

10. Jenis aktivitas adalah aktivitas yang telah tersedia pada aplikasi e-Kinerja.

11. Kineq'a adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap ASN pada Organisasi/unit

sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja.

12. Sasaran Kinerja Pegawai yang selar{utnya disingkat SKP adalah rencana kerja

dan target yang akan dicapai oleh seorang ASN.

13. Sasaran Kinerja Pegawai Tahunan selanjutnya disebut SKP Tahunan adalah

dokumen rencana kerja dan target kerja yang wajib disusun dalam jangka

wakhr 1 (satu) tahun.
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14. sasaran Kinefa Pegawai Bulanan selanjutnya disebut SKp bulanan adalah
rencana kerja dan target kerja yang wajib disusun dalam dalam jangka wakh:
1 (satu) bulan.

15. Rencana Kerja Tahunan adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan

target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang

telah ditetapkan oleh instansi pemerintah.

16. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan
pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Pejabat Penilai Kine{a ASN adalah atasan langsung ASN yang dinilai dengan

ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi

pendelegasian wewenang.

18. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari pejabat penilai.

19. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan

dalam norma wakhr tertentu.

20. Kelangkaan Profesi adalah keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan

tersebut khusus dan kualifrkasi pegawai sangat sedikit atau hampir tidak ada

yang memenuhi pekerjaan dimaksud.

21. Norrra Walrhr adalah waktu yang wajar dan nyata dipergunakan secara efektif

dengan kondisi normd oleh seorang pemangku jabatan untuk menyelesaikan

peke{aan.

22.Jalrn Kerja Efektif adalah jam kerja yang harus dipergunakan untuk

berproduksi atau menjalankan tugas.

23. Dokumen adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai

bukti keterangan.

24. Pelaksana Tugas yang selanjutya disingkat Plt adalah pejabat yang diberi tugas

untuk melaksanakan suatu jabatan dimana pejabat defenitif yang menduduki

jabatan tersebut berhalangan tetap.

25. pelaksana Harian yang selanjutya disingkat Plh adalah pejabat yang diberi

tugas untuk melaksanakan suatu jabatan dimana pejabat defenitif yang

menduduki jabatan tersebut berhalangan sementara.

26. Cuti Melahirkan adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam

jangka waktu tertentu bag pegawai wanita yang melahirkan anak pertama

sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNS'

27.Cttt: Sakit adalah kondisi pegawai yang tidak masuk kerja karena alasan

kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter'
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28.lzin adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan
keperluan pribadi atau keluarga berdasarkan persetujuan atasan
langsung y€rng mengurangi hak atas cuti tahunan.

29.Tarrya Keterangan adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa
memberikan alasan yang sa.l..

30. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggung jawabkan dan

disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta
disetujui oleh atasan langsung.

31 . kncatatan IGhadiran artalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh Fegawai

pada jam masuk dan/atau pulang kerja baik secara elektronik dan/ atau manual.

32. Terlambat Masuk kerja adalah pegawai yang pencatatan kehadirannya

setelah jam masuk kerja yang ditentukan.
33. Pulang Cepat adalah pegawai yang pencatatan kehadirannya sebelum jam

pulang kerja yang ditentukan.
34. Perjalanan Dinas adalah pegawai yang melakukan perjalanan kedinasan

baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

35. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai

karena melanggar ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

36. Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh

oleh Pegawai yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Pasal 2

(1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan

pemberian TPP ASN.

(2) PemberianTPP ASN bertujuan untuk peninglatan:

a. kualitas pelayanan publik;

b. kinerja Pegawai ASN;

c. disiplin Pegawai ASN; dan

d. kesejahteraan Pegawai ASN.

Pasal 3

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan \l/alikota ini meliputi:

a. Pemberian TPP ASN;

b. Pegawai ASN yang tidak diberikan TPP ASN dan pegawai ASN yang diberikan

sebagian TPP ASN;

c. pembiayaan;

d. pembayaran; dan

e. pengawasan dan pengendalian.
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BAB II

PEMBERIAN TPPASN

Pasal 4

(l) Pemerintah Daerah memberikan TPP kepada setiap ASN di lingkungan
pemerintah Daerah setiap bulan.

(21 Tambahan Penghasilan s€lagaimana dimaksud pada ayat (l) diberikan

berdasarkan kriteria:

a. TPP ASN sesuai dengan beban kerja;

b. TPP ASN sesuai dengan Kelangkaan Profesi

(3) TPP ASN berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) hurufa diberikan kepada seluruh pegawai ASN berdasarkanjabatan.

(4) TPP ASN berdasarkan kriteria Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan

tugas sebagai dokter spesialis dan dokter sub Spesialis.

Pasal 5

(U Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

a. Kehadiran; dan

b. Kinerja, terdiri dari pencapaian realisasi SKP br-rlanan dari aktivitas harian

dan penilaian perilaku kerja;

(21 TPP ASN sebagairnana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot :

a. Kehadiran sebesar 3oolo (tiga puluh per seratus) dari nilai TPP ASN; dan

b. Kinerja sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dad nilai TPP ASN, dengan

rincian sebesar 7oolo (tujuh puluh per seratus) untuk pencapaian realisasi

SKP bulanan dari alrtivitas harian dan 3oolo (tiga puluh per seratus) untuk
penilaian perilaku keda.

(3) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota

lnl

Bagian Kesatu

Kehadiran

Pasal 6

(1) Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan

melalui registrasi secara elektronik.

(21 Pegawai ASN wajib melakukan registrasi kehadiran :

a. waktu masuk kerja dan pulang kerja;

b. upacara hari besar;

c. apel gabungan; dan

d. kegiatan tertentu lainnya yang memerlukan registrasi kehadtan.
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(3) Ketentuan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. hari kerja efektif untuk pegawai ASN adalah 5 (lima) hari dalam seminggu

dengan jumlah jam kerja minimal pegawai ASN adalah 7,5 jam setiap hari

sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- Senin s/d Kamis : pukul 07.30 WIB - 16.00 WIB

- Jum'at : pukul 07.30 WIB - 16.30 WIB

b. hari kerja efektif untuk pegawai ASN yang bekerja di lingkungan sekolah,

rumah sakit, puskesmas/puskesmas pembantu (9uru, medis dan

paramedis serta pegawai administrasi) adalah 6 (enam) hari dalam

seminggu;

c. hari kerja dan jumlah jam kerja dilingkungan sekolah, rumah sakit,

puskesmas/ puskesmas pembantu (guru,medis dan paramedis serta

pegawai administrasi) disesuaikan dengan aturan yang berlaku;

d. jumlah jam kerja bagi pegawai ASN diluar ketentuan pada huruf a, huruf
b dan huruf c di atas disesuaikan dengan jumlah hari kerja dan jam kerja

minimal pegawai ASN;

e. registrasi kehadiran dilakukan 2 (dua) kali yaitu pada walrtu masuk kerja

dan pada waktu pulang kery'a;

f. pegawai ASN masuk kerja dan pulang keda sesuai ketentuan jam kerja.

(3) Pencatatan atau pengisian daftar hadir secara manual dapat dilalrukan

apabila :

a. p€rangkat dan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik mengalami

kerusakan atau tidak berfungsi;

b. pegawai belum terdaftar dalam sistem pencatatan kehadiran secara

elektronik;

c. lokasi kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem pencatatan

kehadiran secara elelrtronik; dan

d. terjadi bencana alam, kejadian luar biasa dan/atau kerusakan, sehingga

pencatatan kehadiran secara elektronik tidak bisa dilakukan sebagaimana

mestinya.

(4) Khusus untuk pencatatan atau pengisian daftar hadir pegawai ASN di

lingkungan sekolah, rumah sakit, puskesmas/pustu (guru, medis dan

paramedis serta pegawai administrasi) sesuai dengan ketentuan yang berlaku'

(5) pegawai ASN yang bekerja pada perangkat daerah yang melaksanakan shift

malam dimana hari berikutnya pegawai ASN tersebut tidak masuk kerja,

maka yang bersangkutan dianggap tetap hadir masuk kerja yang dibulrtikan

dengan surat perintah tugas dari kepala perangkat daerah.
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(6) Khusus untuk Ajudan Walikota, Ajudan Wakil Walikota, Ajudan pimpinan

DPRD dan Ajudan Sekretaris Daerah pencatatan atau pengisian daftar hadir
pegawai ASN tersebut dilakukan secara manual dan diketahui oleh kepala

Perangkat Daerah di tempat pegawai ASN tersebut bertugas.

(71 Upacara dan apel gabungan dilaksanakan sesuai dengan surat perintah tugas

dengan pengisian daftar hadir eleli:tronik dan daftar hadir manual di lapangan.

(8) Hari dan jam ke{a pada bulan Ramadhan disesuaikan dengan peraturan yang

ditetapkan pemerintah.

Pasal 7

(1) Keterangan ketidakhadiran pegawai ASN dilakukan dengan membuat surat

keterangan.

@ Surat keterangan ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disertai dengan dokumen pendukung diantaranya :

a. surat keterangan sakit;

b. surat perintah tugas; dan

c. surat keterangan aplikasi kehadiran mengalami gangguan.

(3) Surat keterangan ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (21

disampaikan kepa.da Pejabat Penilai.

(4) Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan validasi

keterangan ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

Pasal 8

(l) Pegawai ASN yang tidak memenuhi kehadiran sesuai ketentuan hari dan jam

kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikenakan pengurangan TPP

berdasarkan kehadiran.

(21 Kriteria pengurangan TPP ASN berdasarkan kehadiran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. tidak hadir;

b. terlambat datang;

c. tidak mengikuti apel pagi;

d. pulang cepat meninggalkan kantor sebelum waldunya;

e. tidak mengikuti upacara hari besar;

f. tidak mengikuti apel gabungan; dan

g. tidak mengikuti kegiatan tertentu lainnya.

Pasal 9

Tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, memiliki

kriteria dan besaran pengurangan sebagai berikut :
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b

a

c

tidak hadir dan tidak memiliki hak atas sisa cuti tahunan dikenakan
pengurangan TPP ASN sebesar 3o/o lttga per seratus) per hari dari besaran

TPP ASN malsimal;

tidak hadir karena cuti sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan

dari dokter pemerintah tidak dikenakan pengurangan TPP ASN untuk
paling lama 15 hari kerja dan dikenakErn pengurangan TPP ASN

sebesar 2o/o (dwa per seratus) per hari dari besaran TPP ASN maksimal

yang dihitung pada hari ke 16 (enam belas);

tidak hadir karena cuti melahirkan tidak dikenakan pengurangan TPP

ASN untuk paling lama 15 (lima belas) hari kerja dan dikenakan

pengurangan TPP ASN sebesar 2o/o (dua per seratus) per hari dari besaran

TPP ASN maksimal yang dihitung pada hari ke 16 (enam belas);

tidak hadir karena cuti alasan penting tidak dikenakan pengurangan untuk
waktu paling lama 15 (lima belas) hari keq'a tidak dikenakan
pengur€rng€rn TPP ASN dan untuk hari berikutnya dikenakan
pengurangan TPP ASN sebesar 2Vo ldua per seratus) per hari dari besaran

TPP ASN maksimal yang dihitung pada hari ke 16 (enam belas); dan

tidak hadir karena cuti besar yang tidak diambil secara penuh pada bulan

pertama dan atau bulan terakhir cutinya dikenakan pengurangan TPP ASN

sebesar 5% (lima per seratus) untuk tiap I (satu) hari tidak masuk bekeda

dari besarnya TPP ASN maksimal.

Pasal 1O

d

e

*

Terlambat datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, memiliki

kriteria dan besaran pengurangan sebagai berikut :

a. terlambat datang I (satu) menit sampai dengan kecil dari 31 (tiga puluh satu)

menit, pengurangan TPP ASN sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus) per

hari dari besaran TPP ASN Kehadiran;

b. terlambat datang 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kecil dari 61

(enam puluh satu) menit, pengurangan TPP ASN sebesar 1% (satu per seratus)

per hari dari besaran TPP ASN Kehadiran;

c. terlambat datang 6l (enam puluh satu) menit sampai dengan kecil dari 91

(sembilan puluh satu) menit, pengurangan TPP ASN sebesar 1,25olo (satu

koma dua puluh lima lima per seratus) per hari dari besaran TPP ASN

Kehadiran; dan

d. terlambat datang 91 (sembilan puluh satu menit), dikurangi sebesar 1,57o

(satu koma lima per seratus) per hari dari besaran TPP ASN Kehadiran.



Pasal 11

(1) Tidak mengikuti apel pagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf
c pengurangan TPP ASN sebesar O,25 (nol koma dua puluh lima per seratus)

per hari dari TPP ASN Kehadiran,

(21 Tidak mengikuti upacara hari besar, apel gabungan dan kegiatan tertentu

lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf e, f dan g pada

hari kerja, pengurangan TPP ASN sebesar 4% (empat per seratus) per kegiatan

dari TPP ASN Kehadiran.

(3) Tidak mengikuti upacara hari besar, apel gabungan dan kegiatan tertentu

lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf e, f dan g yang

bertepa.tan dengan hari libur, pengurangan TPP ASN sebesar 4% (empa.t per

seratus) per kegiatan dari TPP ASN maksimal.

Pasal 12

Pulang cepat meninggalkan kantor sebelum waktunya sebagaimana dimaksud

dalam pasal 8 ayat (2) huruf d, memiliki kriteria dan besaran pengurEmgan sebagai

berikut:

a. pulang cepat meninggalkan kantor sebelum walttrnya 1 (satu) menit sampai

dengan kecil dari 3l (tiga puluh satu) menit dari sebelum waktunya,

pengurangan TPP ASN sebesar O,5olo (nol koma lima per seratus) per hari dari

besaran TPP ASN Kehadiran;

b. pulang cepat atau meninggalkan kantor sebelum 31 (tiga puluh

satu) menit sampai dengan kecil dari 61 (enam puluh satu) menit dari

sebelum walrhrnya, pengurangan TPP ASN sebesar 1% (satu per seratus) per

hari dari besaran TPP ASN Kehadiran;

c. pulang cepat atau meninggalkan kantor sebelum waktunya 61 (enam puluh

satu) menit sampai dengan kecil dari 91 (sembilan puluh satu) menit dari

sebelum wakhrnya, pengurangan TPP ASN sebesar 1,25olo (satu koma sua

puluh lima per seratus) per hari dari besaran TPP ASN Kehadiran; dan

d. pulang cepat atau meninggalkan kantor sebelum wa"lrttrnya lebih dari 91

(sembilan puluh satu) menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang

kantor, pengurangan TPP ASN sebesar 1,55% (satu koma lima puluh lima per

seratus) per hari dari besaran TPP ASN Kehadiran.

Pasal 13

pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin dikenakan pengurangan sebagai

(1) Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa:
berikut:
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Pasal 14

(1) Pengurangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13'

terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman

disiplin dinyatakan berlaku.

(21 Dalam hal penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 diajukan keberatan dan hukuman disiplinnya diubah maka pengurangan

sesuai dengan jenis hukuman disiplin yang ditetapkan.

(3) Pengurangan atau pembayaran kembali dilakukan mulai bulan berikutnya

sejak keputusan atas keberatan ditetapkan.

Pasal 15

(1) Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian

dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri

r

a. teguran lisan, pengurangan Tpp ASN sebesar lO% (sepuluh per
seratus) selama I (satu)bulan dari total penerimaan Tpp ASN;

b. teguran tertulis, pengurangan TPP ASN sebesar 1oolo (sepuluh per

seratus) selama 2 (dua) bulan dari total penerimaan Tpp ASN; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis, pengurangan Tpp ASN

sebesar lO% (sepuluh per seratus) selama 3 (tiga)bulan dari total
penerimaan TPP ASN.

(21 Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa:
a. penundaan kenaikan gaji berkala selama I (satu) tahun,

pengurang€rn TPP ASN sebesar 25o/o (dlua puluh lirna per seratus)

selama 6 (enam) bulan dari total penerimaan TPP ASN;

b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, pengurangan

TPP ASN sebesar 25o/o (dua puluh lima per seratus) selama 9

(sembilan) bulan dari total penerimaan TPP ASN; dan

c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama I (satu) tahun,

pengurangan TPP ASN sebesar 25o/o (dua puluh lima per seratus)

selama 12 (dua belas) bulan dari total penerimaan TPP ASN.

(3) Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa:

a. penurunan jabatan setingkat lebih rendatr selama 12 (dua belas)

bulan, pengurangan TPP ASN sebesar 3O%o (dua puluh per seratus)

seLama 12 (dua belas) bulan dari total penerimaan TPP ASN;

b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua

belas) bulan, pengurangan TPP ASN sebesar 3O7o (tiga puluh per

seratus) selama 12 (dua belas) bulan dari total penerimaan TPP

ASN.



Sipil, apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengajukan
banding administratif ke Badan Pertimbangan ASN dan putusan
hukuman disiplinnya dibatalkan, tambahan penghasilannya dapat
dibayarkan kembali.

(2) Pembayaran kembali tambahan penghasilan sebagairrrana dimaksud
pada ayat (l) terhitung bulan berikutnya sejak pegawai yang

bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas.

(3) Pegawai ASN yang sedang mengajukan banding administratif ke Badan

Pertimbangan ASN dan/atau PTUN dan.liiiinkan untuk masuk bekerja

kq6[ali, dikenakan pemotongan sebesar 50% (lirna puluh per seratus)

sampai ditetapkannya putusan Badan Pertimbangan ASN.

Pasal 16

Pegawai ASN yang dikenakan pemberhentian sementara apabila
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
yang tetap dinyatakan tidak bersalah, maka tambahan penghasilan

dibayarkan kembali terhitung mulai bulan berikutnya pegawai ASN yang

bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas.

Pasal 17

Pengurangan tambahan penghasilan dihitung secara kumulatif dalam I (satu)

bulan dan paling banyak sebesar looo/o (seratus per seratus).

Bagian Kedua

Kine{a

Pasal 18

(1) Kineda terdiri dari :

a. SKP bulanan dari aktivitas harian;dan

b. Perilaku Kerja

(21 Setiap Pegawai ASN wajib menJ^rsun SKP secara elelrtronik.

(3) SKP ditetapkan oleh pejabat penilai paling lambat tanggal 7 (tujuh) Januari

tahun berjalan.

(4) Dalam hal Pejabat Penilai tidak menetapkan SKP sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), penetapan SKP dilaksanakan oleh Atasan Pejabat Penilai.

(5) Dalam keadaan tertentu, SKP sebagaimana di maksud pada ayat (2) dapa.t diubah.

(6) Keadaan tertentu sebagaimana di maksud ayat (5), apabila:

a. Pegawai ASN di mutasi;

b. tedadi pergeseran/ perubahan anggararn kegiatan; dan/atau

c. terjadi keadaan kahar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

*



(1) Aktivitas Harian terdiri dari :

a. aktivitas utama ; dan

b. aktivitas umum.

l2l Aktivitas utama dan aktivitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

merupakan

a. nama aktivitas;

b. waktu mulai;

c. durasi;

d. keterangan;dan

e. bukti aktivitas.

(3) Aktivitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a adalah nama

alrtivitas yang mengacu pada analisa jabatan dan analisa beban ke{a'

(4) Aktivitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah aktivitas

selain aktivitas utama yang dientri langsung ke aplikasi.

(5) Waktu mulai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurul b adalah waktu

aktivitas dimulai.

(6) Durasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah lama aktivitas

dilaksanakan.

r

l7l Tata cara penyusunan SKP secara elektronik di atur dengan aturan tersendiri.

(8) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud ayat (2) didasarkan pada rata-rata

capaian penilaian aktivitas harian.

(9) Bobot penilaian SKP merupakan hasil akumulasi bobot penilaian aktivitas

harian dibagi jurtlah aktivitas harian dalam satu SKP.

(10) Bobot penilaian SKP yaitu :

a. range I dengan Nilai 91 s/d 1OO;

b. range 2 dengan Nilai 76 s/d 90;

c. range 3 dengan Nilai 51 s/d 75;

d. range 4 dengan Nilai 26 s/d So;dan/atau

e. range 5 dengan Nilai 25 kebawah.

(1 1) Penilaian aktivitas harian sebagaimana dimaksud ayat (8) diatas berdasarkan

bobot terhadap kualitas hasil keda yang dinilai oleh pejabat penilai.

(12) Bobot penilaian aktivitas harian yaitu :

a. sangat baik dengan nilai 91 s/d 1OO;

b. baikdengan nilar76 s/d9O;
c. cukup dengan nilai 51 s/d 75;

d. kurang dengan Nilai 26 s/d S0;dan/atau

e. burukdengan Nilai 25 kebawah

Pasal 19



(1) Pegawai ASN yang ditunjuk dan dilantik sebagai Pejabat sekretaris Daerah

diberikan tambahan penghasilan sesuai standar biaya tambahan

pengtrasilan jabatan Sekretaris Daerah setelah melaksanakan tugas selama

I (satu) bulan atau lebih.

/

(71 Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah informasi

tentang aktivitas.

(8) Setiap aktivitas melampirkan bukti aktivitas berupa foto atau frle pendukung.

(9) Apabila jenis alrtivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak

terdapat dalam aplikasi, Perangkat Daerah dapat mengusulkan jenis aktivitas

ke Bagian Organisasi dan PA Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh.

Pasal 2O

(1) Penilaian perilaku meliputi aspek:

a. orientasi pelayanan;

b. komitmen;

c. inisiatif kerja;

d. kerja sama; dan

e. kepemimpinan.

(21 Penilaian perilaku dinilai oleh pejabat penilai setiap bulan.

(3) Penilaian perilaku dilakukan paling lambat setiap tanggal 5 (lima) bulan

berikutnya.

(4) Apabila Pejabat Penilai tidak dapat melakukan penilaian karena alasan cuti

atau berhalangan maka kewajiban tersebut beralih kepada Atasan Pejabat

Penilai.

(5) Apabila Pejabat Penilai tidak melakukan penilaian sesuai batas waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pejabat Penilai dikenakan sanksi

pengurangan TPPASN sebesar l% dari TPPASN Kinerja untuk setiap pegawai

ASN yang dinilai.

Pasal 21

(l) Besaran nilai TPP ASN Kinerja merupakan akumulasi penilaian SKP dan

penilaian perilaku.

{2) Rentang nilai TPP ASN Kinerja yaitu :

a. Nilai 76 s/d IOO = TPP ASN Kinerja lOO%o (seratus per seratus)

b. Nilai 61 sld 75 = TPP ASN Kinerja 75olo (tujuh puluh lima perseratus)

c. Nilai 51 s/d 60 = TPP ASN Kinerja 6O% (enam puluh per seratus)

d. Nilai 26 s/d 5O = TPP ASN Kinerja 5oo/o (lima puluh per seratus)

e. Nilai 25 kebawah = TPP ASN Kinerja 0

Pasal22



(21 Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) dan pelalsana

harian (Plh) diberikan tambahan penghasilan sesuai standar biaya tambahan
penghasilan jabatan defenitifnya ditambah 3O% (tiga puluh per seratus) dari

besaran TPP ASN jabatan pelaksana tugas dan pelaksana hariannya setelah

melaksanakan tugas selama I (satu) bulan atau lebih.

BAB III

PEGAWAI ASN YANG TIDAK DIBERIKAN TPPASN DAN PEGA\VAI ASN YANG

DIBERIKAN SEBAGIAN TPP ASN

Bagran Kesatu

Pegawai ASN yang tidak diberikan TPP ASN

Pasal 23

Pegawai ASN yang tidak diberikan TPP ASN sebagaimana di maksud dalam Pasal

4 ayat (1) terdiri atas:

a. Calon Pegawai Negeri Sipil;

b. Pegawai ASN yang mendapat tunjangan sertifikasi;

c. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instasi lain di luar
Pemerintah Kota Payakumbuh dan menerima tambahan penghasilan yang

sama atau sejenisnya;

d. Pegawai ASN yang menjalani cuti besar;

e. Pegawai ASN yang menjalani cuti di luar tanggungan negara;

f. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau dinonalrtifkan;

C. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak yang

berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai dengan putusan

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

h. Pegawai ASN yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding

administratif kepa.da Badan Pertimbangan ASN yang tidak diizinkan masuk

bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;

i. Pegawai ASN yang sedang mengambil masa persiapan pensiun dan

dibebaskan dari jabatan;

j. Pegawai ASN yang masih mengusai asset milik pemerintah daerah baik asset

bergerak maupun asset tidak bergerak yang bukan merupakan hak dan

kewenangannya dan belum dikembalikan kepada pemerintah daerah;

dan/atau

k. Pegawai ASN yang diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara (LHKPN) dan laporan Gratifrkasi tetapi belum

disampaikan sampai batas walrtu yang ditentukan.

r



l. Pegawai ASN yang belum melaksanakan kewajiban melunasi Tuntutan

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) sampai batas waktu yang

ditentukan.

Bagian Kedua

Pegawai ASN yang diberikan sebagian TPP ASN

Pasal 24

(1) Pegawai ASN yang diberikan sslagian TPP ASN sebagaimana di maksud dalam

Pasal 4 ayat (l) terdiri atas :

a. Pegawai ASN yang menjalani tugas belqjar;

b. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas belqiar yang hanya mendapatlan

tunjangan tugas belajar berupa biaya kuliah (semester) tidak dilakukan

pengurangan TPP ASN;

c. Pegawai ASN tugas beleiar yang mendapatkan tunjangan tugas belajar

berupa biaya kuliah dan tunjangan tugas belqjar lainnya, dilakukan

pengurangan TPP ASN sebesar 5Oo/o (lima puluh per seratus); dan

d. Pegawai ASN yang dipekerjakan/diperbantukan pada Instansi lain diluar

Pemerintah Kota Payakumbuh yang tidak menerima tambahan

penghasilan yang sanra atau sejenisnya;

(21 Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) mulai dilaksanakan

bulan berikutnya sejak keputusan mengenai tugas belqiar dan keputusan

dipekerjakan/ diperbantukan dil6tapkan.

(3) Pembayaran TPP ASN kepa.da pegawai ASN sebagaimana dimaksud ayat (l)

huruf a dilakukan oleh perangkat daerah tempat gajinya dibayarkan.

BAB TV

PEMBTAYAAN

(1)

t2l

TPP ASN dibayarkan pada bulan berikutnya'
pembayaran TPP ASN bulan Desember dapat dibayarkan pa.da bulan berjalan.

*

Pasal 25

(1) TPP ASN dibebankan pada Anggaran Pendapa.tan dan Belanja Daerah dan

dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah

pegawai ASN bersangkutan.

l2l TPP ASN bagi ASN yang diperbantukan atau bekerja pa.da instansi selain

Perangiat Daerah, dianggarkan pa.da Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumbe r Daya Manusia.

BAB V

PEMBAYARAN

Pasal 26



(3) TPP ASN dibayarkan terhitung setelah pegawai ASN melaksanalan tugas.

(4) TPP ASN bagi pejabat administrasi yang disetarakan ke dalam jabatan

fungsional besaran TPP ASN dibayarkan berdasarkan jabatan administrasinya

sebelum disetarakan.

(5) Terhadap pegawai ASN pindahan dari instansi lain ke Pemerintah Kota

Payakumbuh pembayaran TPP ASN diberikan setelah 12 (dua belas) bulan

terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas di Pemerintah Kota

Payakumbuh.

(6) Terhadap pegawai ASN pindahan dari Instansi lain ke Pemerintah Kota

Payakumbuh yang diangkat dalam jabatan strukhrral dan minimal jabatan

fungsional ahli muda diberikan TPP ASN terhitung mulai tanggal

melaksanakan tugas jabatan.

(71 Terhadap pegawai ASN pindahan dari instansi lain ke Pemerintah Kota

Payakumbuh dengan jabatan dolrter spesialis/dokter sub spesialis diberikan

TPP ASN terhitung mulai gqiinya dibayarkan pada Pemerintah Kota

Payakumbuh.

(8) Terhadap pegawai ASN pindahan dari Instansi lain ke Pemerintah Kota

Payakumbuh diangkat sebagai Ajudan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah,

dan/atau Ajudan Sekretaris Daerah diberikan TPP ASN terhitung mulai

tanggal melaksanakan tugas jabatan.

(9) Terhadap pegawai ASN pindahan yang ditempatkan pertama kali di

Pemerintah Kota Payakumbuh setelah menyelesaikan sekolah kedinasan

diberil€n TPP ASN terhitung mulai gajinya dibayarkan pada Pemerintah Kota

Payakumbuh.

(10) Pegawai ASN yang menealami mutasi jabatan sebelum tanggal 1O pada bulan

berjalan diberikan TPP ASN berdasarkanjabatan yang baru.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALI,AN

Pasl27

(1) Pengawasan dan pengendalian pemberian TPP ASN di lakukan oleh:

a. pejabat penilai;

b. aparat pengawas inGrn pemerintah; dan

c. tim yang secara khusus dibentuk dengan Keputusan Walikota jika

dibutuhkan.

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

menggunakan sistem elektronik.

r



Pasal 29

(l) Pegawai ASN yang tidak diwajibkan mengisi aplikasi penilaian kineg'a yaitu :

a. PNS tugas belajar; dan

b. Pegawai ASN yang dipekerjakan/diperbantukan pada Instansi lain diluar

Pemerintah Kota Payakumbuh yang tidak menerima tambahan

penghasilan yang sama atau sejenisnya.

(21 Rekapitulasi TPP ASN ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-

r

masrng

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

(U Setiap pegawai ASN wajib mengisi dan melaporkan aktivitas, melakukan

penilaian kineq'a secara jujur dan bertanggungiawab.

(21 Dalam hal pegawai ASN tidak mengisi dan melaporkan aktivitas dan SKP

melalui aplikasi penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Terhadap pegawai ASN yang menyalahgunakan kewenangan baik yang

dilakukan sendiri nraupun melalui bantuan pihak lain, kepada yang

bersangkutan dan pihak lain yang membantu tidak diberikan TPP ASN selama

I (satu) bulan.

(4) Bentuk penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

antara lain :

a. manipulasi/menyiasati aplikasi penilaian kinerja;

b. menggunakan atau men5ruruh pihak lain untuk melakukan pengisian

aplikasi kineq'a;

c. manipulasi kinerja;

d. melalrukan kolusi dalam penilaian kine{a antar pegawai ASN.

(5) Bentuk temuan mengenai penyalahgunaan kewenangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dapat diperoleh melalui :

a. temuan/ laporan atasan langsung;

b. temuan / laporan hasil pemeriksaan/pengawasan; dan

c. temuan Tim pengawasan dan Pengendalian.

BAB VIII

KETEI.ITUAN LAIN-I,AIN



BAB Ix
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3O

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Payakumbuh

Nomor 63 Tahun 2O2O tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri

Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota

Payakumbuh Tahun 2O2O Nomor 64) sebagaimana telah diubah beberapa kali

teral*rir dengan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 63 Tahun 2O2O tentang

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 16)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal I Januai 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.
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LAMPIRAN
NOMOR
TENTANG

PERATURAN WALIKOTA PAYAI(UMBUH
1 TAHUN 2022

TAMBAHAN PENGHASII.AN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI UNGKUNGAN PEMERINTAH PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

BESARAtr TAXAAEAT PEIICIIAAIITI| PEGT.WAI APIRATI'R AIPE TEGARA
DI LII| CKI'TGA]I PEXERITTAf, KC'TA PAYAK'XBI'II

xo XLIISIFIXASI
JIIBATI.r

TAUBAIIAI|
PEI{GHAAIL/I
PEGASAI ASII

JABATAN
STRUKTURAL

Jrbrt ! PtEptnr! 'fhtd lrrrtran
t Selaetaris Daerah 17,400,000

2 Staf Ahli Bidang Kcmasyaral(atarl dar SDM 9,222,OOO

3 StafAhli Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan 9,222,OOO

4 Staf ANi Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik 9,222,OOO

5 Asisten Pemerintshan dan Kesejahteraan Ralryat 10,875,000

6 Asisten Ekonomi dan Pembangunan 10,875,O00

7 Asisten Administrasi Umum 10,875,000

8 Sekretaris DPRD 9,222,OOO

9 Inspekhrr 11,962,OO0

10 Kepala Badan Perenca.naan Pernbangunan Daerah 10,266,O00

11 Kepala Badan Keuangan Daerah 11,745,000

t2 Kepal,a Badan Kepegawaian dan PSDM 8,613,O00

13 Kepa.la Badan Penanggulangan Bencala Daerah 9,570,OOO

Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebalaran 10,266,000

15 Kepala Dinas Keaehatan 11,O49,000

t6 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10,701,OOO

17 Kepala Dinas Perumahan Ralryat dar Kawasajr Pemukiman 8,961,000
18 Kepala Dinas Pendidikan 9,918,O00

19 Kepala Dinas Sosial 8,26s,OOO

20 Kepala Dinas Tenaga Kerja dart Perindustrian 8,091,000
2l Kcpala Dinas P3A dan P2, Keluarga Bercncarra 8,265,OOO

cc Kepal,a Dinas Ketahanan Pangart 7,9r7,OOO

23 Kepala Dinas Lingkungaa Hidup 8,613,O00

24 Kepala Dinas Kependudukaa dan Pencatatan Sipil 8,265,000

25 Kepala Dinas Perhubungaa 9,744,OOO

26 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 7,9t7,OOO

27 Kepal,a Dinas Koperasi dar UKM 10,266,OOO

2A Kepala Dinas Penanaman Modal dan PISP 8,961,000

29 Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 9,222,OOO

30 Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 7,9t7,OOO

31 Kepala Dinas Pertanian 10,092,OOO

Jrt trE A.lElnlttntor
32 Kepala Kantor 5,655,000

33 Kepala Bagian PBJ Selaku Kepala UKPBJ 7,672,OOO

34 Kepala Bagian pada S€kretariat Daerah 4,872,OOO

35 Kepala Bagian pada S€lsetariat DPRD 4,132,000

36 Camat Tip€ A 5,481,000

37 Camat Tipe B 5,133,OOO

38 Sekretaris pada InsPeldorat 4,524,OOO

39 Sckretaris pada Dinas dan Eladan 4,306,OOO

40 Inspektur Pembantu 4,176,OOO

41 Direktur RSUD s,655,O00

42 Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada RSUD 2,853,O00

43 Kepala Bidang pada Dinas dan Badan 3,610,OO0

44 A 3,610,0OO

Jrb.tu PGtt8rtrr
45 Lurah 3,OO1,000

r

TAXAJABATAX

I

l4

Sekretaris pada Kecamatsn Tipc



ro BI,ASINKAAI
JABATAT IIAXA JABATAII

Tl.fBLElr
PEIIGIUAIL,AII
PECAYAI AAII

46 Kepala UPT 2,653,000
47 Sekretaris pada Kecamatan Tipe B 2,653,OO0
48 KaBubbag pada lnBp€ktoiat 2,a71,OOO

49 Kepala sub bagian PBJ S€laku Kepala UPPBJ 5,453,000

50
Kasubbid, Kasi, Kasubbag, dan KTU pada
Sctdako/Sctwan/Dinas/Badan dan Kantor 2,653,000

51 Kasi pada Kecamatan 2,653,000
52 Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada RSUD 2,088,O00
53 Kasubbag pada Kecamatan 2,131,000
54 Sekretaris dan Kasi pada Kelurahan 2,131,000
55 KTU UPI 2,O44,OOO

56 KIU Puskesmas 1,670,000
II JABATAN

PEI,AKSANA
Arrudr! gr[Lotr/fctur DPRD/YrEf yrlttotr/a.Ldr

57 Golongan IIt 1,653,O00

58 Golongan II 1,566,000
Soplr grltlot /Kctur DPRD/Yrttl lrrltlotr/actdr

59 Golongan IU 1,653,OOO

60 Golongan lI 1,566,000
PctEira FGErdam Kobalrnr

61 Golongan III 2,OO1,OOO

Golongan Il 1,914,OOO

Patlrir. Kobcs3lh.n prdr Dhr! LfDSluttirn EtdEp
63 Golongan III 1,653,000
64 Golongan II 1,566,000
65 Golongan I 1,479,OOO

PctrSr. Op.n ton.l Polt l PrDorg Pqts
66 Golongan IU 2,001,000
67 Golongan II 1,914,000

68 Golongan I 1,427,OOO

FotuA[ opGn ton l p.da Dhaa Pcrhubnnton
69 Golongan IV t,740,ooo
70 Golongan III 1,653,OOO

7L Golongan II 1,566,OO0

Pcfirfr. Traltlb Pr.er pede Dlaer Eot)crr.l dr! Irtrf
72 GolonSan III 2,001,o00
73 Golongan U 1,9l4,OOO

74 Golongan I 1,A27,OOO

PGtutE Crtrta! alp
75 Golongan lU Administrator Database 2,175,000

76 Golong8n U Adminsitrator Jaringarr dan Perangkat Keras 1,740,000

Pctlr8r| Opcn loEd BPBD

77 Golongan III 1,653,000

78 Golongan Il 1,479,000

79 GolonSan I l,305,ooo
Pctufrt P.narrr3 PU

80 Golongan III Pengawas LapalSan Konstmksi 2,l75,OOO

81 Golongan U Pengawas Lapangan Konstruksi 2,OO1,000

82 Golongan III Pengawas Bangunan 1,740,000

83 Golongan II Pengawas Bangunan r,566,000

84 Golongan I Pengawas Bangunan 1,392,000

Bcndrt nrr! I!.dr I!.t Gltont
85 Golongan IIl 2,305,000

86 Golongan II r,957,000

Bcadrhrnratt
a7 Golongan UI 2,088,OO0

88 Golongan II 1,740,000

r



TLAEINTAAI
JABATAT

trAUA JABATAN
TA.fBAEAII

PE[fGIIAAILAT
PEGAVAI IAT

Pchbear pr& RSM dr! DErL.|o.r trlt t[ rcrlD.ltr
pGhyr!.! EGdt3

a9 Golongan IV 1,218,OOO

90 Golongan III 1,044,000

91 Golongan lI 957,000
a, Golongan I 870,OOO

J.bstu Pchtrrnr p.& Ir.p.Ltont
93 Golongan IV I,824,OO0
94 Golongan III 1,563,O00

95 Golongan II 1,389,00O

96 Golongan I 1,2l5,OOO

PGgrret rGgcd atp lPlf8l
97 Golongaa IV 1,606,000

9a Golongar III 1,345,OOO

99 Golongan II 1,171,OO0

100 Golongan I 997,000
III JABATAN

FUNGSIONAL
TERTENTU

Gqrrr

101 Guru Madya 1,131,000

t02 Guru Muda dan Guru Pertama 957,OOO

r03 Guru hatama 870,000
ucdll v.t.rhGr

t04 Medik Veteriner Madya 1,957,OOO

Medik VeGriner Muda 1,783,O00

106 Medik Veteriner Pertama 1,392,OOO

Audltor/ Auallr.!/IZTUPD
107 Madya 3,393,000
108 Muda 2,958,O00
l09 Pertama 2,523,000
110 Penyelia 2,958,000

Pelaksana Lanjutan 2,523,OOO

112 Pelaksana 2,088,OOO

Pcrcncarra

1r3 Fer€nc€na Madjra 3,175,OOO

114 Perencana Muda 2,740,OOO

115 Perenc€na Pertama 2,305,OOO

Alrll. trGu.ltr[ h..t dr! Drcnh
116 Analis Keuanggr Pusat dan Daerah Madya 3,175,000

t17 Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda 2,740,OOO

118 Analis Keuangan Pusat dan Daerah Pertama 2,30s,ooo

A[rlL trct cgrrdar
119 Analia Kepegawais$ Madya 1,a70,ooo

120 Analis Kepegawaiar Muda 1,609,000

12t Analis Kepegawaian Pertama 1,348,OOO

t22 Analis Kepegawaian Penyelia r,609,ooo

Analis Kepegawaian Mahir 1,348,000

Analis Kepegawaian Terampil 1,261,000

ArttF L
t25 Arsiparis Madya t,870,000

126 A$iparis Muda t,609,ooo

127 Arsiparis Pertama 1,348,000

t2a Arsiparis Penyelia 1,609,000

129 Arsiparis Malir 1,34A,OOO

130 Arsiparis Terampil t,261,OOO

PurtrtrwaD
131 Pustakawan Madl.a 1,870,OOO

132 Pustakawan Muda 1,609,OO0

133 Pustakawal Pertama 1,348,OO0

I

ro
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ro XLAAIrIXAAI
JABA?TT rAUA JIAATA.II

TATBAIIAIT
PEIIOIIAAILTT
PEGAgAI AAT

134 Pustalawaa Penyelia 1,609,O00

135 Pustakawan Mahir 1,348,000
136 PuatakaPa$ Terarnpil 1,261,OOO

Pcnyuluh Pcrtraha
137 Penyrluh Pertania! Madya 1,870,o00
138 Penyrluh Pertarian Muda 1,609,000

139 Penyuluh Pertarian Pertama 1,522,000

140 Penyuluh Pertanian Penyelia 1,609,O00

141 Penyuuh Pertanian Pelaksana Lsnjutan t,522,OOO

142 Penyuluh Pertanian Pelaksana 1,348,O00

143 Pen5mluh Pertanian Pelaksana Pemula 1,26r,OOO

Praolg B.lfrrr
t44 Panong Belqiar Madya 1,827,OOO

145 Pamong Belajar Muda 1,566,000
146 Pamong Belajar Pertama 1,479,OOO

Pcrtrrlt XutE Prtal
147 Pengawas Mutu Pakan Madya l,E70,ooo
148 Pengawas Mutu Pal<al Muda 1,609,000

149 Pengawas Mutu Pal(arl Pertama 1,522.000
Pcntllt

150 Penilik Madya 1,827,OOO

r5r Penilik Muda 1,566,000

152 1,479,OO0

PrnDcdll Vctcrhcr
i53 Paramedik veteriner Penyelia l,609,ooo
154 Paramedik Veteriner Mahir 1,522,000

155 Paramedik Veteriner Terampil 1,348,000

156 Paramedik Veteriner Pelaksana 1,261,O00

PGDaGlotr Pcrgrdr.! Brnsg dl! Jrlr
157 Pengelota Pengadaan Barang &n Jasa Madya 5,775,OOO

158 Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Muda 5,340,000

159 Pengelola Pengadaan Barang dan Jaaa Pertama 5,105,000
Plrlatr Xomputcr

160 harrata KoEput€r Madya 3,l7s,ooo
Pranata Komputer Muda 2,740,OOO

r62 Pranata Komputer Pertama 2,305,OOO

163 Pranats Komputer Penyelia 2,740,OOO

164 Pranata Komputer Mahir 2,305,000

165 Pranata Komputer Terampil 1,870,OOO

tGLntL Trtr Brntln.Ir d.! PrruE.txt
Telmik Tata Bangunan dan Perumehan Madya 2,300,ooo

167 Teknik Tata Bangunan dan Ferumahan Muda 2,175,OO0

168 Teknik Tata Bargunan dan Perumahan Pertama 2,O50,OOO

Tctrll .rrl[ d.n .rcEbrtrn
169 Teknik Jalan dan Jembatan Madya 2.300,ooo

170 Telmik Jalan dan Jembatan Muda 2,t75,OOO

171 Teloik Jalan dan Jembatan Pertama 2,O50,O00

Pelrbhr Jrlr Eontnrltl
172 Pembina Jasa Kontruksi Madya 2,300,ooo

t73 Pembina Jasa Kontruksi Muda 2,175,000

t74 Pembina Jasa Kontruksi Pertama 2,0so,ooo

PGrarrrr LllthDEr[ ElitsD

175 Pengawas Lingkungan Hidup Madya t,870,ooo

176 Pengawas Lingkungan Hidup Muda 1,653,000

Pengawas Lingkungan Hidup Pertama 1,566,OOO

Pcnatr Rurlg
174 Penata Ruang Madya 2,300,000

,*

Penifik Pertama

161

165

177



io EL/ISIFIEASI
JABATAT rATA r'AEATAT

TAXBA"EAT
PEXIGEAAILlr
PEGASAI AAT

t79 Penata Ruang Muda 2,175,OO0
180 Penata Ruang Perta&a 2,O50,000
r81 Analis Kebijakan Ahli Muda 2,6S3,OOO
1,42 Analis Hukum Ahli Muda 2,653,OO0
183 Perancang Peraturan Undangan Ahli Muda 2,6s3,000
184 Perencana Ahli Muda 2,653,OOO
l8s Pranata Komputer Ahli Muda 2,653,O00
186 Pustakawan Ahli Muda 2,653,000
la7 Penilik Ahli Muda 2,653,OOO
188 Ahli Muda 2,653,000
189 Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda 2,653,000
190 Telimik Jalan dan Jembatan Ahli Muda 2,6s3,O00
191 Tata Bangunan dan Perumahajr Ahli Muda 2,653,000
192 Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda 2,653,OOO
193 Penata Ruang Ahli Muda 2,6s3,000
194 Sanitarian Ahli Muda 2,653,OOO
195 Administrator Kesehatan Ahli Muda 2,653,OO0
196 Penyuluh Kesehatan 2,653,OOO

Pekerja Sosial Ahli Muda 2,6s3,000
i98 Ke{a Ahli Muda 2,653,OOO
199 Sosia.l Ahti Muda 2,65s,OO0
200 Mediator Hu Industrial Ahli Muda 2,653,OOO
201 Penyuluh Perindustrian AhLi Muda 2,653,OO0
202 Penyuluh Perindustrian darl Perdagangan Ahli 2,653,OOO

203 Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda 2,653,OOO

Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda 2,653,OO0
Dampak Lingkungan Ahli Muda 2,653,OOO

was Lingkungan Hidup Ahli Muda 2,653,O00
Pranata Humas Ahli Muda 2,653,000
Statistisi Ahti Mud.a 2'653,OOO

Negosiator Ahli Muda 2,653,O00
Pengawas Ahli Muda 2,653,O00
Analis Kebencanaan Ahli Muda 2,653,OOO

Fenata PenanSgulangan Bancana Ahli Muda 2,653,OO0

Arsiparis Ahli Muda 2,6s3,OOO

214 Medik Veteriner Ahli Muda 2,653,OOO

2,653,000Analis Akuakultur Ahli Muda

Pengelol,a Kesehatan Ikan Ahli Muda 2,653,OOO

Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda 2,653,000
Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda 2,653,000

2,653,OOO2t9 PenSa$ras Benih Tanalnarr Ahli Muda
2,653,000Pusat dan Daerah Ahli MudaAnalis
2,653,OOOAnalis SDM A tur Ahli Muda

2,653,000Bidan Ahli Muda
3,610,000Penjamin Mutu Produk Ahli Madya

3,610,000224 uh Perindustrian dan Ahi
3,6r0,000Asesor Manajemen Mutu Industri altli Madya

3,610,OOOAhti MadyaMutu
2,653,OOOPenguji Mutu Ahli Muda

2,653,OOOAnalis Pasar Hasil Pertanian Ahi Muda

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda

2,653,OOOPengendali Orgarlisme PanSganggu Trrmbuhan Ahli Muda230

2,653,000Ana.lis Kebiiakan Kelembagaan Ahli Muda

2,653,000Analis Kebljakan Metodologi dan Informaei Ahli Muda

2,653,OOOPengawas Bibit Ternak Ahli Muda

2,653,OOO

TV JABATAN
FUNGSIONAL

PEIIYETARAAN
DARI JABATAN
ADMIMSTRASI

Pennrluh Lingkungan Hidup Ahli Muda
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TO XLITSIFITAAI
JABATAIT rAfA JABATAX

TA BAEAIT
PEITGHASILII
PEGAWAI AS]t

Dohcr
DoLter

235 Dolcter Utama 2,900,000
236 Dokter 2 720 oo0

Dokter Gigi Muda 2,270,OOO
Dokter Gigi Pertama 2,100,000
Doltor UErlIn
DoLter Umum Utama 2,900,000
Dolder Umum Madya 2,720,OOO
Dokter Umum Muda 2,270,O@
Dokter Umum Pertama 2,100,000
PlDph.n Prr3lG3tra.
Golongan IV 2,366,OO0
Golongan III 2,088,O00
Apotctcr

Madya 2,O88,000
246 Apot€ker Muda 1,827,OOO

A Pertama 1,566,000
Aal|tcD Apotclcr
Asisten Apoteker Penyelia 1,l74.OOO
Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan 1,096,O00
Asisten Apoteker Pelaksana 1,0r7,000
Asisten Apoteker Pelaksana Pemula 939,OO0
Fclyuhh f3achst ! Xety.trtrt

252 Penyuluh Kesehatan Masyaral(at Madya 1,461,OO0

253 Kesehatan Masyarakat Muda r,252,OOO
Penyuluh Kesehatan Masyaralet Pertama 1, r83,OO0
Epldctrlolotl tr€!€trtrn
Epidemiologi Kesehatan Madya 1,46t,OOO
Epidemiologi Kesehatan Muda t,252,OOO
Epidemiologi Kesehatan Pertama 1,183,000
Pcnrret
Perawat Ahli l,566,OOO
Perawat Ahli Muda 1,370,OOO

Perawat Ahli Pertama 1,174,O00

Perawat Penyelia 1,174,OOO

Perawat Mahir 1,096,000
Perawat Terampil 1,O17,OO0

PcnErt pada RSIrD

1,653,000Perawat Ahli
1,457,000Perawat Ahli Muda

Perawat Ahli Pertama 1,261,000

Perawat Penyelia 1,261,O00

1,183,000Perawat Mahir
1,104,000Perawat Terampil

Pcrrrat Frg
Rarrtrn

tlgra rrrrtra

1,609,OO0Perawat Ahli Madya

1,413,O00Perawat Ahli Muda
l,2l8,oooPerawat Ahli Pertarna
1,218,000Ferawat Penyelia

1,139,000Perawat Mahh
1,061,OOOPerawat Terampil

Bldrn
1,566,000Bidan Ahli Madya
1,370,OO0Bidan Ahli Muda
1,174,OO0Bidan Ahli Pertalna

Bidan 1,174,OO0

JABATAN
FUNGSIONAL

TERTEI.ITU
YANG

MENERIMA
JASA

PELAYANAN
MEDIS
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ro XLASINXAAT
JABATAII ITA.XA J.A.BATAX

TAIBAEAII
PEIIGEAAILAi
PECASAI AAIi

280 Bidan Pelaksana Lanjutan 1,096,000
241 Bidan Pelaksana 1,o17,000

BtitNr Drd. RaUD

242 Bidan A}tli Madya 1,653,000
243 Bidan Ah-li Muda 1,457,000
284 Bidan Ahli Pertama 1,261,000
285 Bidan Fenyelia r,261,OO0
246 Bidan Pelaksana lffjutan 1,183,000
247 Bidar Pel,aksana 1,104,000

Etal.! Fnt DcLtaalatr! tElrr rrrrta! pada hrl.:nu
Rarltr!

288 Bidan Ahli Madya 1,609,oo0
249 Bidan Ahli Muda 1,413,000
290 Bidan Ahli Pertama 1,218,OOO

29r Bidan Penyelia 1,218,000
292 Bidan Pelaksana Lanjutan 1,139,000
293 Bidan Pelaksana 1,061,OOO

Tcr.pl3 Olgl .lrr Irht
294 Terapis Gigi dan Mulut Madya r,566,000
295 Terapis Gigi dan Mulut Muda r,370,ooo
296 Terapis Gigi dan Mulut Pertama I,t74,O@
297 Terapis Gigi dan Mulut Penyelia 1,r74,@O
294 Terapis Gigi dan Mulut Mahir 1,096,O00

299 Terapis Gigi dan Mulut Terampil 1,017,OOO

TGrrpL Glgl drtr Xdrt p.dr RBIrD

300 Terapis Gigi dan Mulut Madya 1,653,O00

301 Terapis Gigi dan Mulut Muda 1,457,O00

302 Tcrapis Gigi dan Mulut Pcrtama 1,261,OOO

303 Terapis Gigi dan Mulut Penyelia l,261,OOO

304 Terapis Gigi dan Mulut Mahir 1,183,OOO

305 Terapis Gigi dan Mulut Terampil l,104,ooo
Pcrclrm f edlr

306 Perekam Medis Madya 1,566,000

307 Perekam Medis Muda 1,370,OO0

308 Perekam Medis Pertama 1, r74,OO0

309 Perekam Medis Penyelia 1,174,OOO

3lo Perekam Medis Mahir 1,096,000

311 Perekam Medis Terampil 1,017,000

Pre[rtr lxbontorltrE Kcrahrtu
3t2 hanata Laboratorium Kesehatan Madya 1,566,OO0

313 Pranata laboratorium Kesehatan Muda r,370,o00

314 Pranata Iaboratorium Kesehatan Pertama I,t74,OOO

315 hanata Laboratorium Ke8ehatan Penyelia 1,174,O00

316 hanata laboratorium Kesehatan Pelaksana lanjutan 1,096,OOO

3t7 Pranata. t sboratorium Kesehatan Pelaksana 1,O17,000

Rrdtogrrfcr
314 Radiografer Madya 1,566,OOO

319 Radiografer Muda 1,370,000

320 Radiografer Pertama t,L74,OOO

321 Radiografer Penyelia 1,174,000

322 Radiografer Mahir 1,096,000

323 Radiografer Terampil 1,O17,000

FLlotGsrpL
324 Fisioterapis Madya 1,566,000

325 Fisioterapia Muda 1,370,OOO

326 Fisioterapis Pertama 1,174,OOO

327 Fisioterapis Penyelia 1,174,000

r



ro XUTSIHTAAI
JABATAT TATAJABATAT

TAIEAEAIC
PEIIGIIASII.AT
PEGAYAIASX

Pel,al<sana 1,096,000
Fisiotera Pelaksana 1,017,OO0
E G.L.todr ODt!.tG!
Refral{sionis Penyelia t,L74,OOO
Refraksionis Pelaksana tan I,096,OO0
Refraksionis Optisien Felaksana r,o17,oo0
arnltrdrn
Sanitarian Madya t,27A,OOO
Sanitarian Muda 1,148,000
Sanitarian Pertama 1,o17,000
Sanitarian Penyelia 1,Ol7,OOO
Sanitarien Pelaksana 922,OOO
Sanitarian Pelaksana 843,000
AalEtEbts.tor trelch8tr!
Administrator Kesehatan t,27a,ooo
Administrator Kesehatan Muda l,148,OOO
Administrator Kesehatan Pertama 1,017,OO0
ItutrLlo!i.
Nutrisionis Madya 1,566,OO0
Nutrisionis Muda 1,370,O00
Nutrisionis Pertama 1,174,000
Nutrisionis l,l74,ooo
Nutrisionis Pelaksana Ianjutan I,096,OOO
Nutrisionis Pelaksana 1,0r7,o00
Fangrrra trrrr[r3l dan frlrrrrr
Pengawas Farmasi dan Ma}anan t,252,OAO

tan 1,044,000
Farmasi dan Mal<anan Pelakssna 974,000

Tctd.l Elaltso fcdlt
Teknisi EleLtro Medik 1,174,OOO

Eleldro Medik Mahir 1,096,OO0

Elektro Medik I,O17,000
Kcbrlgr..n Ptofc|l lrottcr 8F3lrI|3

Golongan IVDokter 17,800,O00
Dokrcr Spesialis colongan III 15,OO0,000

EGI-rlgt rtr hfr:al l]ottcr 8ub Epertrllr
Dokter Sub Spesialis Golongan IV 29,300,O00

Dokter Sub Spesialis Golongan UI 26,40,0,OOO

PcErts Alcstc.l
Fenata Anestesi Madya 1,tr6,000
Penata An6trsi Muda 1,370,OOO

Penata Anestesi Pertama 1,174,000

AaLtc! Pcnats ArtG3tcal

1,174,000Penata Anastesi FenJrclia

1,096,000Penata Anestesi Maiir
1,O17,000Penata Anestesi

Dohcr
Dottcr Gtgl
Dokter Utama

3,470,000Dokter Gigi Madya
2,895,000Dokter Gigi Muda
2,675,OOODolft€r Gigi Pertama368

Doltcr Umutr
3,700,oo0Dolder Umum Utama

Dolder Umum Madya

Dokter Umum Muda
2,675,OO0372 Dokter Umum Pertama

VI JABATAN
FUNGSIONAL

TERTENTU
YANG TIDAK
MENERIMA

JASA
PEI.AYANAN

MEDIS
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Farmasi dan Ma]<anan Pelaksana

3,700,ooo

3,470,OOO 
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Ito XLIISIFII(ASI
JABATAT IIA.uA JABATAIT

Plnplaea Purlorrnrr
373 Golongarr IV 2,9s8,000
374 uI 2,610,OOO

ApotcLcr
375 A Madya 2,610,OO0
376 Apoteker Muda 2,283,OOO
377 Apoteker Pertama 1,957,OOO

A.Ltcr ApotGtcr
37A Asisten Apoteker Penyelia 1,468.000
379 Asisten Apoteker Pelaksana lanjutan 1,370,OOO
380 Asisten Apoteker Pelaksana 7,271,OOO
381 Asisten Apoteker Pemula 1,127,OOO

Pcrrrrt
3A2 Perawat Ahli Madya 1,957,000
383 Perawat Ahli Muda t,7l2,ooo
384 Perawat Ahli Pertana 1,468,000
38s Perawat Penyelia 1,468,000
386 Perawat Mahir 1,370,oo0
387 Perawat Terampil 1,272,OOO

Bidrn
388 Bidan Ahli Madya 1,957,000
389 Bidan Ahli Muda 1,712,OOO

390 Bidan Ahli Fertama 1,468,000
391 Bidan Penyelia l,468,OOO
392 Bidan Pelaksana Lanjutan 1,370,o00
393 Bidan Pelalsana 1,272,OOO

TGsrpb clgl dr! XutEt
394 Terapis dan Mulut Madya 1,9s7,000
395 Terapis dan Mulut Muda t,7 t2,ooo
396 Terapis Gigi dan Mulut Pertama 1,468,000
397 pis Gigi dan Mulut Penyelia 1,468,000
398 Terapis Gigi dan Mulut Mahi! 1,370,OO0

399 Terapis Gigi dan Mulut Terampil I,272,OOO
PGroLrm fcdls

400 Perekam Medis Madya 1,957,O00

40t Perekam Medis Muda r,7 t2,ooo
Perekam Medis Pertama 1,468,OO0

Per€kam Medis Penyelia 1,468,OO0

Perekam Medis Mahir 1,370,OOO

Perekam Medis Terampil 1,272,OOO

Prurt LaborrtodlE Kcachrtll
karata l,aboratorium Kesehatan Madya 1,957,O00

hanata laboratoriu m Kesehatan Muda 1,712,000

Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama 1,468,OO0

1,468,0O0Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia

1,370,OO0hanata laboratorium Kesehatan Pelaksana L€Ijutan
t,272,OOOPranata Laboratoriu m Kesehatan Pelaksana

Rrdlogrrfcr
1,957,OOORadiografer
l,712,OOORadiografer Muda
1,468,000RadioSrafer Pertama

RadioSra-fer Penyelia 1,468,OOO

1,370,o00Radiografer Mahir
t,272,OOORadiografer Teram

tr!.lotGnpL
1,957,O00Fisioterapis Madya
t,7 r2,oooFisioterapis Muda
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ro XLAAIFIBASI
.,.ABATAT rA.uA JABATAI|

TAXBAEAIi
PETGIIAAILAT
PDGAWAI AEI|

420 Fisioterapis Pertama 1,468,000
421 Fisioterapis Fenyelia 1,468,OO0
L.ra Fisioterapis Pelakeana Lo$jutan 1,370,OOO
423 Fisioterapis Pelaksana t,272,OOO

Rctrt lodt Optt lG!
424 Refraksionis Optisien Penyelia 1,468,OO0
425 Refraksionis Optisien Pelaksana tan 1,370,OOO

426 Refraksionie Optisien Pelaksana t,272,OOO
Sedtrrira

427 Sanitarian 1,59a,OOO

424 Sanitariar Muda l,435,OOO
429 Sanitarian Pertama t,272,OOO

430 Sadtarian Penyelia 1,272,OOO

431 Sanitarian Pelaksana l^anjutan l,152,OOO

432 Sanitarian Pelaksana 1,054,OOO

A.lEtalltntor LG.Ghrt n
433 Administrator Kesehatan Madya 1,598,OO0

434 Administrator Kesehatao Muda 1,435,OOO

435 Administrator Kesehatan Pertama 1,272,OOO

llntrLlotrlt
436 Nutrisionis Madya 1,957,O00

437 Nutrisionis Muda 1,7 |2,OOO

438 Nutrisionis Pertama t,468,OOO

439 Nutrisionis Penyelia 1,468,O00

440 Nutrisionis Fel,aksana Iffjutan 1,370,OOO

44L Nutrisionis Pel,aksana t,272,OOO

PGnyuhh KGrGhrtrr Lltrrefrt
442 Penyuluh Kesehatan Masyaralat Madya t,427,ooo
443 Penyrluh Keaehatan Masyaral€t Muda 1,566,OOO

444 Penyuluh Kesehatan M.ssyarakat Pertama 1,479,OOO

Et ldGEtologl KG&hrtra
445 Epidemiologi Kesehatan Madya |,427,OOO

446 Epidemiologi Kesehatan Muda 1,566,000

447 Epidemiologi Kesehatal Pertama 1,479,@O

Fcnarrra Flltrrral dJr x.L-tr'i
448 Pengawas Farmaai dart Makartart Penyelia 1,566,OOO

449 Fengawas Farmasi dan Mal€nan Pelsksana lrnjutan 1,305,o00

450 Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana 1,218,000

TctlrLl Elcltro fcdlt
451 Teknisi Elektro Medik Penyelia 1,468,OOO

452 Telrnisi Elekbo Medik Mahn 1,370,000

453 Telmisi Elektro Medik Terampil |,272,OOO

Pcartr A!c.tc3l
454 Penata Anestesi Madya 1,957,OOO

455 Penata Anestesi Muda t,7t2,ooo
456 Penata Anestesi Pertama 1,468,000

AdatG! Pottrtr ADcatcrl
457 Asist€n Penata Anestesi Penyelia 1,468,OOO

458 Asisten Penata Anestesi Mahir l,370,ooo
459 Asisten Penata Anestesi terampil r,272,OOO

Par/ Tanggal

PARAF KOORDINASI l*"ALIKCTTA
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